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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
POINTER 

DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PADA 

RAPAT KOORDINASI DAN KONSOLIDASI TUGAS DAN FUNGSI 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI dan BNPP

JUMAT, 21 JUNI 2019
I. DASAR
Surat Sekretaris Jenderal  Nomor 005/4926/SJ tanggal 18 Juni 2019 hal Undangan Koordinasi dan Konsolidasi Tugas dan Fungsi Kemendagri dan BNPP.
II. Pagu dan Realisasi Anggaran (SP2D) Program Bina Administrasi Kewilayahan s.d 21 Juni 2019:
· Realisasi Anggaran Per jenis Kewenangan
	No
	Kewenangan
	Pagu (Rp.)
	Realisasi SP2D

	
	
	
	(Rp.)
	%

	1
	Pusat
	122.473.540.000
	50.398.107.000    
	     41,15 

	2
	Dekonsentrasi
	14.550.000.000
	2.386.678.701
	     16,40 

	3
	Tugas Pembantuan
	3.300.000.000
	           31.697.800
	      0,96 

	Total
	140.323.540.000
	    52.816.483.501
	     37,63 


· Realisasi Anggaran Per jenis Belanja
	No
	Kewenangan
	Pagu (Rp.)
	Realisasi SP2D

	
	
	
	(Rp.)
	%

	1
	Belanja Pegawai
	31.422.551.000
	18.441.123.995
	58,68

	2
	Belanja Barang
	107.150.989.000
	32.814.554.716
	30,62

	3
	Belanja Modal
	1.750.000.000
	1.560.804.800
	89,19

	Total
	140.323.540.000
	    52.816.483.501
	     37,63


Sumber : bagian keuangan Ditjen Bina Adwil per tanggal 21 Juni 2019
III. CAPAIAN KINERJA STRATEGIS s.d BULAN JUNI 2019
1. Penegasan 15 Segmen Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan 15 Permendagri;
2. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima di 31 Kab/Kota;
3. Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 26 Kab/kota;
4. Terlaksananya Persidangan ke 15 KK/JKK Sekber Sosek Malindo RI Malaysia di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;
5. Penerapan Sistem e-monev PTSP yang terintegrasi di 8 Provinsi;
6. Terlaksananya Rapat Kerja Nasional Pembekalan Satpol PP dan Satlinmas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Dalam Rangka Pemilu, pada tanggal 28 s.d 31 Januari 2019 bertempat di Jakarta;
7. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, pada tanggal 28 Februari 2019 bertempat di Jakarta;
8. Terlaksananya penandatanganan Nota Kesepahaman antara  Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan Institut Otonomi Daerah (i-Otda) terkait Penyelenggaraan Fasilitasi Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, pada tanggal 4 maret 2019 bertempat di Jakarta;
9. Terlaksananya Peringatan HUT Damkar ke-100, Pol PP ke-69 dan Linmas ke- 57 pada tanggal 1 Maret yang dirangkaikan dengan kegiatan pelaksanaan Skill Competition Aparatur Pemadam Kebakaran yang diikuti oleh 32 perwakilan kabupaten/kota. Adapun jenis perlombaan yang dipertandingkan antara lain Survival, Hose Laying, dan Ladder Pitching, bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
10. Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional Camat dalam rangka untuk mengoptimalkan peran camat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan dan Desa serta mengoptimakan peran camat dalam inovasi pelayanan publik guna terciptanya pemerataan kesejahteraan, pada tanggal 19 s.d 21 Maret 2019, bertempat di Jakarta;
11. Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas sebanyak 153 orang, melalui:
· Bimbingan Teknis Penilai Angka Kredit sebanyak 68 orang;

· Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia bagi aparatur Satpol PP sebanyak 50 orang;

· Bimbingan Teknis Intelijen bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelidikan pelanggaran Perda sebanyak 35 orang.

12. Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur  Pemadam Kebakaran sebanyak  500 orang, melalui:
· Bimbingan Teknis inspeksi proteksi pemadam kebakaran wilayah perkotaan bagi aparatur Damkar sebanyak 50 orang;

· Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur Pemadam Kebakaran sebanyak 300 orang;

· Skill Competetion Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 150 orang.

13. Ditetapkannya Permendagri nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
IV. CAPAIAN 4 TAHUN PROGRAM UNGGULAN/STRATEGIS DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 

A. Penerapan PTSP Prima

Hingga saat ini, 546 daerah telah membentuk kelembagaan PTSP, 359 daerah telah memiliki SOP, 445 daerah telah mendelegasikan perizinan dan non perizinan, dan 385 daerah telah memiliki dan mengoperasikan website dalam memberikan pelayanan. 

B. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan melalui PATEN
Hingga saat ini, dari total 514 Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebanyak 359  Kabupaten/Kota.

C. Penegasan Segmen Batas Antar Daerah

Dari keseluruhan 979 segmen batas antar daerah (165 segmen batas antar Provinsi dan 814 segmen batas antar Kabupaten/Kota), telah selesai ditegaskan sebanyak 569 segmen  (123 segmen batas antar Provinsi dan 446 segmen batas antar Kabupaten/Kota) yang ditetapkan dengan 474 Permendagri;

Disamping itu, sebanyak 320 segmen sudah dilakukan penegasan batas daerah dan 90 segmen belum dilakukan penegasan batas daerah.

D. Perkembangan Pembakuan Nama Pulau

Kemendagri telah melakukan verifikasi serta pembakuan nama pulau dengan capaian sebanyak 2.590 pulau dan telah dilaporkan dalam sidang UNCSGN ke-XI di New York Amerika Serikat pada bulan Agustus 2017. Oleh karena itu  total jumlah pulau di seluruh Indonesia yang telah dibakukan dan dilaporkan ke PBB s.d Bulan Agustus 2017 sebanyak 16.056 Pulau *Catatan: tambahan data tahun 2012, Kemendagri bersama K/L terkait telah memverifikasi dan membakukan sejumlah 13.466 pulau di 33 Provinsi dan melaporkannya pada Konvensi ke-10 UNCSGN (10th The United Nation Conference on Standardization on Geographical Names) di New York, AS. Tahun 2018, telah melakukan verifikasi sebanyak 615 Pulau.

E. Pembinaan Aparatur Satpol PP / PPNS / Satlinmas

1) Jumlah aparatur Satpol PP sebanyak 108.083 orang (PNS sebanyak 35.607 orang dan Non PNS sebanyak 72.476 orang):

· Yang telah mengikuti uji kompetensi sebanyak 8.069 orang;

· Yang telah Inpassing sebanyak 387 orang.

2) Jumlah Aparatur PPNS sebanyak 5.561 orang

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi PPNS di daerah, Tahun 2015 s.d 2018 sebanyak 913 Aparatur PPNS telah ditingkatkan kapasitasnya melalui Bimbingan Teknis, dengan rincian per tahun:

· 2015 sebanyak 391 orang;

· 2016 sebanyak 66 orang;

· 2017 sebanyak 206 orang;

· 2018 sebanyak 250 orang.

3) Jumlah anggota Satlinmas sebanyak 1.178.601 orang.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satlinmas di daerah, Tahun 2015 s.d 2018 sebanyak 1.190 anggota Satlinmas telah ditingkatkan kapasitasnya  melalui Bimbingan Teknis bagi anggota Satlinmas, dengan rincian per tahun:

· 2015 sebanyak 200 orang;

· 2016 sebanyak 100 orang;

· 2017 sebanyak 516 orang;

· 2018 sebanyak 374 orang.

F. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Hingga saat ini Jumlah aparatur DAMKAR sebanyak 10.722 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 2.817 orang dan Non PNS sebanyak 7.905 orang (Sumber data: Hasil Inventarisasi 133 Daerah Kab/Kota Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 364.1/148/BAK Tanggal 10 Januari 2018  Hal Pemutakhiran Data Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran).

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah, Tahun 2015 s.d 2018 sebanyak 3.294 aparatur DAMKAR telah ditingkatkan kapasitasnya  melalui APBN Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dengan rincian per tahun:

· 2015 sebanyak 1.514 orang;

· 2016 sebanyak 660 orang;

· 2017 sebanyak 600 orang;

· 2018 sebanyak 520 orang.

Selain itu juga sebanyak 836 aparatur DAMKAR telah ditingkatkan kapasitasnya melalui APBD.
Total Hibah Luar Negeri kepada 30 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
· Mobil Pemadam Kebakaran: 118 unit (88 terkirim, 30 dalam proses)
· Mobil Ambulans: 40 unit

· Mobil Truck Sampah: 2 unit
· Mobil Tangki Air: 1 unit
· Mobil Patroli : 3 Unit 
G. Sarana Prasarana di Kawasan Perbatasan Negara dan Pulau Pulau Kecil Terluar

Tahun 2014 s.d 2018  telah terbangun sebanyak 103 unit  Sarpras Pemerintahan di Perbatasan Antar Negara dan PPKT (Kantor perbatasan, Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan, Mess Aparatur Pemda, Balai Pertemuan Umum, Rumah singgah, dan rumah dinas Camat), dengan rincian per tahun:

· 2014 sebanyak 31 unit;
· 2015 sebanyak 32 unit;

· 2016 sebanyak 16 unit;

· 2017 sebanyak 12 unit;
· 2018 sebanyak 12 unit.
H. Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana

Tahun 2014 s.d 2018  telah terbangun sebanyak 78 unit Sarpras Penanggulangan Bencana Di Daerah Rawan Bencana (Kantor BPBD, gudang logistik dan Pusdalops), dengan rincian per tahun:

· 2014 sebanyak 16 unit;
· 2015 sebanyak 21 unit;

· 2016 sebanyak 15 unit;

· 2017 sebanyak 20 unit;
· 2018 sebanyak 6 unit.
V. PENAMBAHAN PAGU INSENTIF DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2019
Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 910/4006/SJ tanggal 17 Mei 2019 hal Penetapan Pagu Insentif Kemendagri TA. 2019, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendapat Pagu Insentif tambahan anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- yang akan dialokasikan untuk membiayai :

a. Monev kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebesar Rp. 400.000.000,-;
b. Penyusunan video profil terkait urusan Trantibumlinmas dan Kecamatan sebesar Rp. 788.000.000,-;
c. Pemutahiran sistem informasi Satpol PP sebesar Rp. 300.000.000,-;
d. Penyusunan pedoman juknis pelaksanaan Jafung pemadam kebakaran sebesar Rp. 400.000.000,-;
e. Peningkatan kapasitas tim pendampingan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sebesar Rp. 500.000.000,-;
f. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sistem informasi bencana sebesar Rp. 400.000.000,-;
g. Layanan Perencanaan sebesar Rp. 751.000.000,-;
h. Layananan Perundang-undangan sebesar Rp. 300.000.000,-;
i. Layanan Keuangan sebesar Rp. 100.000.000,-; dan 
j. Layanan internal (overhead) sebesar Rp. 5.061.000.000,-.
VI. RENCANA KERJA ANGGARAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020 BERDASARKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020.
1. Program Bina Administrasi Kewilayahan.
	Pelaksana
	:
	Satker Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

	Tugas pokok  
	:
	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang trantibumlinmas dan pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Sasaran Program
	:
	a. Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
b. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

	Rencana Alokasi
	:
	Rp. 244.534.546.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

	Kegiatan
	:
	a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah
b. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara

c. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat
d. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran.

e. Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, Dan Toponimi.

f. Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

	Target Capaian Program
	:
	a. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas yang sesuai standar dengan target 0,2 %

b. Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaran trantibumlinmas Penerapan dengan target 0,2 %
c. Indeks tata kelola penyelenggaran kewilayahan dengan target 0,2 %



2. Target Capaian Prioritas Nasional Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020.
Berdasarkan kebijakan pemerintah berkenaan dengan kebijakan money follow program prioritas pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, pada tahun 2020 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendapat penugasan dalam mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional yang di jabarkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas menjadi Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Proyek Prioritas Nasional Tahun 2020 dimaksud tertuang ke dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang disusun melalui pembahasan berbagai forum antara lain multilateral meeting, bilateral meeting dan trilateral meeting I. Adapun 3 (tiga) penugasan pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2018 yakni:

1. Prioritas Nasional ke 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Prioritas Nasional ke 3 : Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
3. Prioritas Nasional ke 5 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 
Indikator, target capaian prioritas nasional tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam RKP yang telah disepakati pada forum Trilateral Meeting I adalah sebagaimana pada tabel berikut:
Indikator Prioritas Nasional Tahun 2020
Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
	No.
	Kegiatan Prioritas
	Proyek Prioritas Nasional
	Proyek Prioritas K/L
	Target
	Alokasi

(Juta Rp.)

	PN 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

	PP 1 : Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan

	1.
	Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan
	Percepatan Pencapaian SPM di Daerah
	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum
	102 Daerah
	3.000

	2.
	
	
	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana
	102 Daerah
	3.000

	3.
	
	
	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran
	102 Daerah

	3.000

	PN 3 : Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja

	PP 2 : Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil

	1.
	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi
	Fasilitasi pelayanan berusaha dan investasi
	PTSP Prima di Daerah
	34 Provinsi
	5.000

	2.
	
	
	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
	10 Daerah
	2.500

	PN 5 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

	PP 2 : Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

	1.
	Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan Perbatasan
	Percepatan Penetapan Batas Maritim dan Darat Indonesia dan Penetapan Ekstensi Landas Kontinen
	Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara
	6 Kesepakatan     
	4.800

	TOTAL ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL
	21.300


Indikator Prioritas Bidang Tahun 2020
Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
	No.
	Kegiatan/output
	Target
	Alokasi
(Juta Rp.)

	1237
	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah

	1.
	Tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik
	8 Tugas Wewenang
	113.337

	2.
	Sekretariat bersama pembinaan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
	1 Sekretariat
	2.500

	3.
	Pilot Project Penerapan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan oleh camat di daerah 
	5 daerah
	2.000

	TOTAL ANGGARAN PRIORITAS BIDANG
	117.837


VII. ALOKASI BELANJA TAHUN 2020
Berdasarkan Surat Pagu Indikatif Bersama (SBPI) surat Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 dan Menteri Keuangan No. S-338/MK/02/2019 tanggal 29 April 2019 dan Nota Dinas Menteri Dalam Negeri No. 910.3498/SJ tanggal 6 Mei 2019 hal Penetapan Pagu Indikatif Kemendagri Tahun 2020, Komposisi Pagu pada Program Bina Administrasi Kewilayahan sebesar Rp. 244.534.546.000,- yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni, meliputi: 
· Belanja Pegawai (001) sebesar Rp. 37.040.789.000,-;
· Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) sebesar Rp. 7.124.734.000,-; dan 
· Belanja pencapaian target kinerja sasaran Program sebesar Rp. 200.369.023.000,-
A. Berkenaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.369.023.000,- termasuk di dalamnya alokasi pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah sebesar Rp.115.837.404.000,- sebagaimana dimaksud dialokasian untuk mencapai beberapa Sasaran Pokok Prioritas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020 baik dalam rangka melaksanakan penugasan Proyek Prioritas Nasional maupun melaksanakan beberapa kegiatan prioritas Kemendagri pada program Bina Administrasi Kewilayahan berdasarkan kegiatan diarahkan untuk: 
1. Penyelenggaraaan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah yang meliputi :
a. Pelaksanaan pelayanan kecamatan dan kelurahan yang efektif di 10 daerah;

b. Pelaksanaan Kerjasama yang melaksanakan kerjasama daerah dengan daerah di 5 daerah;

c. Pelaksanaan evaluasi jenis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasarkan prinsip Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebanyak 30 DKTP;
2. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara :
a. NSPK di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara sebanyak 2 NSPK;

b. Penerapan standar pelayanan perkotaan (SPP) sebanyak 1 indeks;

c. Pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus yang dikelola secara terintegrasi dan terpadu di 5 daerah;

d. Penanganan kasus pertanahan sebanyak 15 kasus.

3. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban  dan Perlindungan Masyarakat :
a. Standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibum linmas sebanyak 2 persentase;

b. Peningkatan aparatur polisi pamong praja sesuai standard sebanyak 347 orang ;

c. Penegakkan perda dan perkada secara efektif yang berdampak terhadap peningkatan kinerja daerah sebanyak 2 persentase;

d. Penguatan NSPK dan instrumen di bidang Trantibumlinmas sebanyak 3 NSPK;

e. Pemenuhan rasio aparatur penyelenggara urusan trantibumlinmas sebanyak 2 persentase;

f. Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman sebanyak 2 persentase;
g. Pemenuhan Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP sebanyak 2 persentase.

4. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran:
a. Peningkatan aparatur pemadam kebakaran berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi sebanyak 2 persentase;
b. Penguatan NSPK di bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran sebanyak 11 NSPK;
c. Penyelenggaraan manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi di 15 daerah;
d. Pengelolaan jabatan fungsional Pol PP dan Damkar;

e. Pemenuhan layanan damkar sesuai standar di daerah sebanyak 1 Dokumen.
5. Penataan  Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi :
a. Penguatan NSPK di bidang Toponimi dan batas daerah sebanyak 2 NPSK;
b. Pembakuan unsur rupabumi warisan budaya sebanyak 16 persentase;

c. Pemenuhan daerah yang definitif batas daerahnya sebanyak 41,83 %;

d. Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah sebanyak 50 segmen;

e. Pemutakhiran Kode dan Data wilayah administrasi kewilayahan sebanyak 1 dokumen.
B. Sesuai pagu SBPI telah dialokasikan anggaran GWPP sebagai mandatory spending Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sebesar Rp.115.837.404.000,- untuk membiayai 8 Tugas meliputi:
1) Melantik Bupati/Wali Kota;
2) Monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
3) Memberikan Rekomendasi atas Usulan DAK Kabupaten/Kota di Wilayahnya;
4) Pengawasan terhadap perda kabupaten/kota;
5) Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota;
6) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah;
7) Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
8) Mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (pelayanan terpadu satu pintu).
Dalam rangka menjamin peningkatan efektivitas GWPP tahun 2020, maka pencapaian sasaran strategis kemendagri dan target kinerja yang ada, perlu dibangun mekanisme bersama agar anggaran yang dialokasikan oleh Kemendagri kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah melalui DIPA Ditjen Bina Adwil kepada 5 (lima) perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah dapat di kawal oleh masing-masing unit eselon 1 yang terkait, antara lain melalui adanya indikator teknis pada unit kerja eselon 1 lainnya dalam melakukan pembinaan terhadap perangkat gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon 1 tersebut yang hasilnya akan dilaporkan secara berkala kepada Bapak Mendagri dan Bapak Presiden RI.
C. Arah sasaran kinerja strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2020-2024 
Sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri oleh Tim Kementerian PAN dan RB, bahwa terkait dengan fungsi-fungsi pada Ditjen Bina Adwil terdapat 2 (dua) dimensi outcome yakni (1) Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan dan (2) Terciptanya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun arah kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada periode 5 (lima) tahun ke depan 2020-2024 sbb : 
a) Sasaran Program/Indikator Kinerja Program :

1. Terciptanya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

Indikator Kinerja Program :

· Penyelenggaraan trantibumlinmas yang sesuai standar;

· Kepuasan masyarakat dalam penyelenggaran trantibumlinmas.

2. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan:

Indikator Kinerja Program :

· Indeks tata kelola penyelenggaran kewilayahan.

b) Output Program/ Indikator Output Program

1. Pembinaan dan Pengawasan Panyelenggaraan Trantibumlinmas;

Indikator Output Program :

· Integrasi dokumen perencanaan anggaran kebencanaan;

· Kelembagaan penanggulangan bencana yang tepat fungsi;

· Pelayanan satuan polisi pamong praja;

· Pelayanan satuan perlindungan masyarakat;

· Pelayanan bidang kebakaran.

2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewilayahan

Indikator Output Program :

· Daerah yang tertib administrasi kewilayahannya;

· Pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu;

· Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang berkinerja baik;

· Pengelolaan kawasan dan perbatasan negara.

D. Rencana Kegiatan Strategis di bidang Penyelenggaraan Trantibumlinmas 
Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Urusan Trantibumlinmas sebagai urusan wajib Pelayanan Dasar yang dibina oleh Kemendagri, selain daripada rencana Prioritas Nasional yang telah dibahas bersama Bappenas, terdapat beberapa sasaran strategis bidang Trantibumlinmas meliputi : 

1. Peningkatan daerah yang memiliki aparatur polisi pamong praja sesuai standard;

2. Pemenuhan rasio PPNS di Satpol PP;
3. Pemenuhan Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP;
4. Peningkatan prosentase daerah yang Satpol PP -nya telah menegakkan perda dan perkada secara efektif;
5. Peningkatan Prosentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;

6. Peningkatan Prosentase daerah yang telah menyelenggaraan perlindungan masyarakat secara optimal;
7. Penyusunan NSPK dalam penyelerangaan urusan Trantibumlinmas di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;

8. Penerapan SPM sub bidang Trantibum;
9. Peningkatan prosentase daerah yang memiliki Dokumen perencanaan anggaran bencana yang terintegrasi;
10. Peningkatan penanggulangan bencana yang tepat fungsi di daerah;

11. Penguatan penyelenggaraan sistem informasi dan sarana bencana; 
12. Peningkatan daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi;
13. Pengelolaan jabatan fungsional polisi pamong praja;

14. Peningkatan presentase daerah yang memiliki Sarpras yang sesuai standar Pemadam Kebakaran;
15. Peningkatan presentase pelayanan damkar di daerah;

16. Peningkatan Presentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

17. Penerapan SPM Sub Bidang Kebakaran;

18. Penerapan SPM Sub Bidang Bencana;

19. Penyusunan NSPK di bidang Manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran;

VIII. TERLAMPIR MATRIKS RENCANA KERJA DITJEN BINA ADMINISTRASI  KEWILAYAHAN TAHUN 2020 BERDASARKAN PAGU RKP DAN SURAT BERSAMA MENTERI KEUANGAN & MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS.
IX. USULAN TAMBAHAN ANGGARAN PADA RAPBN TA. 2020
Berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 910/2694/BAK tanggal 14 Mei 2019 perihal Usulan tambahan anggaran pada RAPBN TA. 2020 kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Sekretraris Jenderal. Mengacu pada Rencana Kerja hasil trilateral meeting  I, terdapat beberapa kegiatan strategis yang belum dianggarkan, meliputi :

a. Asistensi pengelolaan dana kecamatan di 524 Kab/kota  dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,-;
b. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah di 7 Provinsi dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,-;
c. Kampanye penyelenggaraan trantibum dalam menjaga citra dan wibawa pemerintah daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,-;

d. Jambore Polisi Pamong Praja dengan kebutuhan anggaran sebesarRp. 2.100.000.000,-;

e. Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam penyelenggaraan trantibum linmas dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,-;

f. Pengintegrasian segmen batas dengan informasi geospasial dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Usulan Rencana Kerja tambahan anggaran sebesar Rp. 21.800.000.000,-.
X. ISU AKTUAL 
1) Dana Alokasi Khusus 
Dalam rangka mendukung percepatan implementasi pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, Pemerintah Daerah terkendala oleh penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai mengingat kemampuan fiskal daerah yang sangat terbatas. Ditjen Bina Adwil telah mengalokasi DAK Sub Bidang Pemadam Kebakaran dengan Rincian pada Tahun :
· 2015 sebesar RP.155.018.000.000,-
· 2016 sebesar Rp.74.216.740.000,-
pada tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak teralokasi DAK, disebabkan terbatasnya alokasi pendanaan APBN,
Berkenaan dengan hal tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah mengusulkan Dana DAK pada Tahun 2017 melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/9331/SJ tanggal 20 Desember 2017 perihal Usulan DAK Bidang Trantibum Linmas Tahun 2019 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) yang akan dialokasikan :
a. DAK Trantibum Linmas Sub bidang Satpol PP sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah);

b. DAK Trantibum Linmas Sub bidang Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);
2) Implementasi PTSP menghadapi OSS :
Dengan diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, masih terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan PTSP di daerah. Mulai dari permasalahan kelembagaan, pendelegasian, sumber daya manusia, pelayanan secara elektornik sarana dan prasarana, perencanaan serta anggaran yang memadai. 
Mencermati permasalahan yang ada, maka diperlukan menyusun Petunjuk Pelaksanaan Teknis Kegiatan untuk memberikan solusi atas permasalahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 terkait dengan:

· Kelembagaan;

· Pendelegasian;

· Standar Kompetensi;

· Standar Operasional Prosedur;

· Manajemen Pelayanan perizinan dan nonperizian : pelayanan pengaduan, pelayanan informasi, pelayanan konsultasi, pengawasan internal, membuatan format maklumat pelayanan publik (MPP), pembentukan forum komunikasi dan laporan penyelenggaraan PTSP, untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal secara elektornik kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang cepat, murah, mudah dan terjangkau.

3) Proses Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37.001;2016)

Sejak ditetapkan sebagai pilot project penerapan Manajemen Anti Penyuapan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah melaksanakan beberapa tahapan Implementasi SNI ISO 37001:2016 antara lain:

· Sosialisasi Pemahaman ISO SMAP 37001:2016;
· Pendampingan penentuan sasaran ISO SMAP 37001:2016 yang didasari pada peta risiko Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
· Pelatihan Internal Audit ISO SMAP 37001:2016 Kepada Tim Audit Internal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
· Audit Sertifikasi SNI ISO SMAP 37001:2016 Oleh Tim Audit Komite Akreditasi Nasional;
· Verifikasi dan Sertifikasi ISO SMAP 37001:2016 Oleh Komite Akreditasi Nasional.
XI. HAL-HAL PENTING LAINNYA

1. Berdasarkan pagu belanja tunjangan kinerja tahun 2019 yang teralokasi pada DIPA Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan  sebesar Rp. 12,7 milyar. Realiasi s.d Juni sebesar Rp. 9,1 milyar. Berdasarkan exercise yang dilakukan bahwa dengan rencana pemberian tukin ke-14 dan gaji ke-14 yang belum teranggarkan pada DIPA, sementara dengan rata-rata realisasi perbulan sebesar 1,5 milyar, akan menyebabkan habisnya alokasi tunjangan kinerja pada bulan Juni, Sehingga akan berpengaruh pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Juli tahun 2019. Hal ini sama terjadi pada sebagian besar unit Eselon I lainnya dikarenakan terbitnya Perpres Tunjangan Kinerja setelah ditetapkannya DIPA Tahun 2019 sehingga pagu yang tersedia belum mengakomodir tunjungan kinerja 80 % dan kenaikan kelas jabatan. 

2. Memperhatikan kondisi tersebut, telah diusulkan melalui surat Sekretaris Ditjen Adwil Nomor 910/3148/BAK tanggal 18 Juni 2019 hal Kebutuhan Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019 Kepada Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemendagri sebesar Rp. 6,1 Milyar di atas serta untuk menghindari terhambatnya pembayaran tunjangan kinerja pada bulan juli, kami menyarankan agar usulan tambahan anggaran dapat dipenuhi dan diproses sesegera mungkin. 
3. Adapun terhadap kekurangan anggaran dalam rangka pemenuhan penyesuaian kelas jabatan akan dialokasikan bersumber dari optimalisasi internal dan pemanfaatan anggaran sisa swakelola sebesar Rp.1 Milyar.
XII. PENUTUP
Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai bahan materi pada Rapat koordinasi dan konsolidasi tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasn (BNPP).
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